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ABSTRAKSI 
 
 
 Proses pembuatan surat keputusan izin perubahan penggunaan tanah di 
Kabupaten Bantul didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin 
Lokasi. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul menjadikan Pasal 2 ayat (4) 
peraturan tersebut sebagai dasar bagi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 
Bantul untuk menandatangani surat keputusan izin perubahan penggunaan tanah. 
Seperti yang diketahui bahwa izin lokasi berbeda dengan izin perubahan 
penggunaan tanah.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis adanya 
ketidakjelasan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis 
Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan 
Penggunaan Tanah terkait lembaga yang berwenang menandatangani surat 
keputusan izin perubahan penggunaan tanah dan mengupayakan solusi guna 
menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian 
normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta mengkajinya 
dari perspektif teori konflik dan teori kewenangan.  
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Proses Penerbitan Izin 
Perubahan Pengunaan Tanah (IPPT) di Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh 
Kepala Kantor Pertanahan Bantul berdasarkan kewenangan yang di berikan oleh 
Peraturan Perundang undangan dengan melakukan beberapa tahap yakni 
pembentukan tim yang melibatkan Pemerintahan Kabupaten dan Kantor 
Pertanahan. Kantor Pertanahan selajutnya melakukan evaluasi, pengecekan dan 
setelah itu menerbitkan SK IPPT atau Surat pemberitahuan/klarifikasi (2) Untuk 
menjamin akan kepastian hukum Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bantul melakukan koordinasi yang cermat dan sosialisasi 
dengan berpedoman Peraturan Perundang-undangan serta  kewenangan sesuai 
dengan hierarki peraturan hukum yang berlaku, hingga terbitnya produk hukum 
yang berupa SK IPPT atau Surat pemberitahuan/klarifikasi.  
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ABSTRACTION 
The process of making a decision letter permit the change of use of land in Bantul 
district is based on the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial 
Planning / Head of National Land Agency No. 5 of 2015 on the Permit Area. 
Head of Bantul District Land Office makes Article 2 (4) of the regulation as the 
basis for the head of Bantul District Land Office signed a decree to permit the 
change of use of land. As it is known that permits different locations to permit the 
change of use of land. 
 
This study aims to assess and analyze the lack of clarity in the Regulation of the 
National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2011 
concerning Guidelines for Technical Considerations Land in Publication License 
Location, Location Determination and the License Amendment Land Use relevant 
competent institutions signed a decree permit the change of use of land and seek 
solutions to resolve these constraints. This study is a normative approach 
legislation, and study it from the perspective of conflict theory and the theory of 
authority. 
Results of this study concluded that: (1) Process Issuance of Permit Changes in 
Use of Land (IPPT) in Bantul conducted by the Head of the Land Office of Bantul 
based on authority given by the Laws and regulations by doing some stage of the 
formation of a team involving the District Government and the Office Land. Land 
Office selajutnya evaluating, checking and then issued a decree IPPT or 
notification / clarification (2) In order to guarantee legal certainty the Government 
of Bantul District and Land Office Bantul conduct careful coordination and 
socialization with reference to legislation and authority under the the hierarchy of 
rules in force, until the publication of legal products such as SK IPPT or 
notification / clarification. 
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